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vii, 20 hal. lamp. Bibli. 27 cm

1.RAS]I

1.Hukum

1.Peraturan Daerah

abstrak A. Nama : Stella Tangkilisan (NIM 205060057) B, Judul :
Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Keputusan
Menteri Dalam Megeri yang Membatallkan Peraturan Daerah Kota
Bandung Namor 26 Tahun 2001 €, Halaman : vii + 90 + lampiran D,
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Pembartalan, Keputusan Menteri. E,
Isi: Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Fembatalan Peraturan Kota Bandung tentang Pelayanan di Bidang
Pertanian (Kepmendagri Mo. 20 Tahun 2005} membuat Walikota
Bandung mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ke
Mahkamah Agung (MA) atas dasar Pasal 145 ayat (5) Undang-undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU No, 32 Tahun
2004). MA mengabulkan permohonan Walikota Bandung dan
membatalkan Kepmendagri No. 20 Tahun 2005, Apakah MA dalam
membatalkan Kepmendagri sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya? Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan
metode penelitian normatif. Penulis menggunakan data Perda Mo, 26
Tahun 2001, Kepmendagri No, 20 Tahun 2005 dan Putusan MA
Momor 17 PAHUM/2005. Perda No. 26 Tahun 2001 mengandung
norma hukum yang umum-konkret dan berlaku terus menerus
sedangkan Kepmendagri No. 20 Tahun 2005 mengandung norma
hukum individual-konkret dan berlaku sekali selesai, yang
merupakan ketetapan. WU No. 32 Tahun 2004 memberikan bentuk
pembatalan Perda dengan Peraturan Presiden atau Peraturan
Menteri, bukan derigan suatu keputusan. MA yang memeriksa dan
mengabulkan permohonan keberatan Halke Uji Marteriil terhadap
Kepmendagri Mao. 20 Tahun 2005 yang membatalkan Perda No. 26
Tahun 2001 ddak sesuai dengan kewenangan MA dalam hal
keberatan berdasarkan UU Mo, 32 Tahun 2004 dalam hal keberatan
atau kewenangan MA dalam hal hak uji materiil sehingga
pembatalan sebagai hasil dari lahirnya Kepmendagri seharusnya
tetap berlaku. Apahila ingin melakukan permohonan pembatalan
Kepmendagri Mo, 20 Tahun 2005 yang merupakan ketetapan maka
terlebih dahulu harus menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara,
Jika tidak puas terhadap putusan pada Pengadilan Tata Usaha
Megara dapat melakukan pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, yang seterusnya melakukan permohonan kasasi
ke MA, F. Daftar Acuan : 43 (1990-2009) G. Pembimbing : H. Rasji, 5.H,,
M.H. H. Penulis : 5tella Tangkilisan



